Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 288 /B.02/HK/2018

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MESUJI TENTANG RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang

Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal
325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu

menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat [ Lampung;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mesuji tentang Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah
disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji.



LAMPIRAN
NOMOR

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
: G/288/B.02/HK/2018

TANGGAL : 4 JUNI 2018

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 4 — 5
1 Konsideran Menimbang | a. bahwa retibusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan | a. bahwa refribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah | Konsideran menimbang
doerah  yang penting guna membidyai pelakeanasn yang penting guna membidyai pembangunan dan pemerintahan daerah | disempumakan
pemerintahan daerah; dan pemungutan retribusi daerah felah ditetapkan Peraturan Daerah
b-bahwa—kobijakan—Refibusi Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Refribusi Jasa Usaha;
pERGID-don b. bahwa berdasarkan perkembangan dan penambahan objek refribusi jasa
AaEYaRIkE usaha maka Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012
daorah; tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali;
c—bahwa-den ¢. bahwa bertasarkan permbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
000—lentang—Rajak—Daerah—dan—Reirbusi-Dasrah huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Mesuji Nomor (4 Tahun 2012
a, hurul b dan huruf ¢ perlu mersbentuk Peratran Daerah Kabupaten Tentang Refribusi Jasa Usaha;
Mesuji fentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Mesuji
Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
2 Diktum Mengingat } : 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Angka 12 disempumazkan dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan melengkapi lembar pengundangan
Perundang-undangan{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Angka 14 disempurnakan
Nomor 199); Angka 15 dan 16 dihapus
14, Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang |14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Penyusunan Produk Hukum Daerah; Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);
3 Diktum memutuskan MEMUTUSKAN= MEMUTUSKAN: Setelah frase memutuskan, tanda baca

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR
TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Menetapkan

: {titik dua) tidak memakai spasi.

- Pasal 1, penulisan kata *Dalam .."

kata
Diktum

disejajarkan dengan

pada




2 3 4 5
Batarg Tubuh BAS4 Pasal |
RERUBAHAN-TARIE-RETRIBUSI Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012

Pasal 1
Berberapa Ketentuan dalam Peratuwran Daerah Nomor 04 Tahun

tentang Refribusi Jasa Usaha {Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012
Nomor (4. Tambahan lembaran daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3) diubah

2012 tentang Refribusi Jasa Usaha {Lembaran Daerah Kabupaten Mesuii | sebagai berikut
Tahun 2012 Nomor 04. Tambahan lembaran daerah Kabupaten Mesuji
Nomor 3) diubah sebagai berikut
Jenis Refribusi 1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Ketentuan pasal 2 disempurnakan

Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah

Pasal 2
Jenis Refribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah ;
a‘ IRI“ 'Ihl uet II a.md_ m' Hhekayaan-Dasrah
s-—NRetibus-Rumah-Roteng-Howan;

4= Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
Struktur dan besamya tarif Refnbusi Pemakaian Kekayaan
Daerah ditetapkan sebagai benkut
No. Jonis Tpe Tarit Fiakuons|
Objek i

1. | Pemekaian ispangan fp 250.000,- Setiap hari

oonole bhnle
2. | Pemakaion tanah Rp 2500 mfpert
untuk usaha  kecl dan ahun
|| rumsh Tinggal

3. | Pemakaien tanah untuk 5%x | Sesuai
BTS Seluler dan menera NJQP | perjanjian
lainnya

4. | Pemsakajan Bangunan/
Ruangan/Gedun g
g. Gedung Serba Gura Rp  350.000- Sadiap heri
h. Auia Setdaksb Mesuji Rp  250.000- Soliap hari
i. Gedung Balai Rp 25 000 - Seliag hari
K .
j. Gedung Balai Kelurahan Rp 15 1000,- Setiap hari
k. GSG RSUD Mesuii Rp  350.000- Sebiap hari
. Aula Bapeda Rp  250.000 Satiag hari

Pasal 2

Jenis Refribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. Retribugi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribust Terminad
¢. Retribusi Rumah Potong Hewan;
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga,
f. Retribusi Penjuaian Produksi Usaha Daerah;
g. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Periokoan,
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Struktur dan besamya tarif Refribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah ditelapkan sebagai berkut ;
No. Jesils Objok Tipe Tardt ":‘:::.'2:‘"
1| Pemakaian fapangan Rp  250000- | Setepheri |
sepak bola
2 | Pemakeien tanan Rp 2500, 2
untk usahe  kecil dan i/ pertaun
rumah Tinggal
3 | Pemakalar tanah untuk 875 5% x NJOP Per Tahun
Seluler dan menara lainrya
4. | Pemakeian Bangunan/
Ruangen/Gedun g
a. Gedung Serba Guna Rp  350.000- Per hari
b. Aula Setdakab Mesuji Rp  250.000- Per hari
¢. Gedung Balai Kecamatan Rp 25.000.- Per hari
d. Gedung Balai Kelurahan Rp  15.000- Per hari
e. GSG REUD Mesuj Rp  350.000- Per hari
1. Aula Bapeda Rp  250.000 Per hati

karena dalam perubahan terdapst
penambahan jenis objek retribusi

Ketentuan angka 1 Pasal | diubah
menjadi  angka 2, penomoran
berikutnya menyesuikan




3 4 5
Pemakaian Rumah Dinas g. Aula: _leritutup (Pada Rp 2000000- Per lima jam Penetapan tarif agar dilakukan
m.Rumah Dinas 100 [ Rp 100000 | Sekep taman....) pembulatan guna memudahkan
b, Rumah Dinas 70 | Rp 70,000 - E‘,I;; h. Sewa GSG termasuk sourf Rp Per 12 jam Penyetomn pembayaan refribusi
_ i system(Pada aman ....) 20.000.000,- oleh pengguna  jasa  dan
o. Rumah Dines 54 1R 50000- | Setiep ‘ : bendahara penerimaan pada bank
p._ Rumah Dies 7[R B0 | Selw o ! Tacuoe (Pack Rp %00000- | Perker rekening kas daerah
Pemakaien Kenderaan, Objek refribusi yang diatur dalam
.?.l:':aﬂmnian, dan Alat i GS)G Kecil {Pada taman Rp 250000 Per hari Bab yang mengatur tentang
2. Dump ruck Besar | Rp 2817053 | Setiep ha Pemelezian Rumah Dinee ggnla:nfaﬁ%:},s,gtnd:r:%i gm
b. Dump fruck Kool | Rp 1863280 | Sebep hafi 8.Rumah Dines 100 [Rp  100.000.- Per buian pemakaian kekayaan daerah
¢. Bulkdozer Rp 526512- | PerJam b. Rumah Dinas 76 [Rp  70.000- Per bulan Penetapan besamya tanf harus
Vi R 000~ | Perdam ¢, Rumah Dinas 5 | Rp 50000 Per buari ?g;‘tljalij 2:[?; ﬁ:&‘v;ofo;esuai pasal
o Mesin gias wales Toon Re 85000~ | Pordam d. Rumah Dines 32 |Rp  25000- Per bulan
1. Exavator Sender | Rp 555001 | PerJam E:;nk_;:“d;emmi Alst
12. Exavator Long ARM | Rp.  559.548.- | PerJam Dump Buck Bessr | Rp  2817.053- Per hari |
13. Exavator Mni | Rp. 287862- | PerJam b.  Dump truck Kedl | Rp  1863.280- Per hari
%1. W:i? (ybraﬁng Standar Rp. 272877- Per Jam ¢ Bulldozer Rp  526512- Per Jam
%2; Vi‘bro (Tandem Tendem | Stander | Rp.  287.947- Per Jam 4 Vibrator Rp 86.000,- Per Jam |
g3 Vibro (Tandem Roller | Standar | Rp.  320066.- | Per Jam 8. Mesin gilas wales 0tn | Rp 85000 Per Jam
hi . Motor grader 135HP | Smndar | Rp. 573470, | PerJam T Eavetor Sender | Rp 5001 Bor Jam
h2 . Motor grader 150HP | Standar | Rp. 611141~ | PerJam 3 Eavaior Tong ARM Rp. 55950 Por Jam
i. Ferry wheel loader Rp 80.000- | PerJam h.  Exavator M| Rp.  287.862- Perdem
] Shovel Rp. 80.000; Per Jern i Vibro (Vibrating Stendar | Rp. 272877 Per Jam
k. Genset Besar Rp 229 035- | PerJam Compactor)
i Asphall Firvsher Sndar  |Rp. 724583 | Per Jam i Vbro{landem Tandem | Stander | Rp. 287947, Per Jom
m. Backhoe Loader Serdar  |Rp. 536455 | PerJam | k. Vbro(TandemRoller | Stander | Rp. 320086, Per Jam
1. Wheel Loader Swndar Rp. 459597~ Per Jam . Molorgrader 135 HP Stander | Rp.  573470,- Per Jam
0. Track Loader Sandar  |Rp. 432631, | Perdam m.  Motorgrader IS0 HP 1 Standar | Rp.  G1t.141.- Por Jam
. Hyd Breaker Sndar  |Rp. 319617, Per Jam n. Fefry wheel ioader Rp  80.000- Per Jam
q. Cold Miling Sendar  |Rp. 602579 Per Jam 0. Shovel Rp.  80.000- Per Jam
1. 1. Mobil Tangki Air Besar Rp.  263983- Per Jam p. Gensst Besar Rp  22903%. Per Jam
. 2. Mobil Tangki Air Keil Rp. 196.382- Per Jam Q. Asphalt Finisher Standar | Rp.  724.583,- Per Jam
5. Wobll Mixcer Standar Rp. 396396, Per Jam 1.  Backhoe Loader Standar Rp. 536.458 - Per Jam
(Crares Sardr  [Rp. 451466~ Per Jam 5. Wheel Loader Stander | Rp. 450697, Per Jam
u. Stamper Standar Rp. 1156%.- Per Jam t  Track Loader tander Rp. 432631, Per Jam
v.1. Hand Tractor Standar Rp. 204.698,- Par Jam




2 3 4 5 ]
v.2. Tracto? Stancer Rp. 315.202- Por Jam | U. Hyd Breaker Standes |Rp. 319.617- Perdam .
w. Asphatt Sprayer Stancar Rp. 211762- Per Jam v. Cold Mifing Sander |Rp.  602579- Per Jam
X. Moxer Kecil Rp. 68911 - Per Jam W, MobA Tengki Al Besar  Rp. 263.983- Per Jam
y.Mf;bli’ﬁsasi Kec. Tenjung | Starcer  |Rp. 3.287.302- Por Hari x. Mabil Tengki Air Kecil Rp. 196.382- Pex Jam
2 PF) y.  Mobi Mixcer Stendr  |Rp. 396.396.- Per Jam
y.2. Mabilisasi Kec. Panca  [Standar Rp. 2537.302 - Per Hari z. Cranes Standar  |Rp.  451.466.- Per Jam
Jaya (PP) oa. Swempe Sandy |Rp. 115536 Per Jam
[ y-3 Nobilicasi Kec. Simpang|Standar Rp. 3562302 Per Hari bh. Fand Tractor Standar  |Rp. 204.693,- Per Jam
) oc. Trackr Standar |Rp. 315.202. Per Jam
| | y.4 Mobilicasi Kec. Mesuji  [SBndar Rp. 4.037302- PetHari—‘ dd. Asphalt Sprayer Sendxr [Rp. 211762- Per Jam
#F) ve. Mixor Kol [Rp. 68911- Per Jam
v.1. Mobilizasi Kec. Mesuji  [Standar Rp. 4767302 H’er Hari W . Mobilisasi Kec. Tanjung | Standar (Rp. 3287302 Per Harl
Timur (PP) Raya(Pb)
| gg. Mobilisasi Kac. Panca F.»hndﬂr Rp. 2537.302 - Per Hari
v.1. Mobilicasi Kec. Way tandar Rp. 5.162.302 - Per Hetl L Jaya (PP}
Serdang {F'P) W Mobilisasi Kec, Simpang Stander  |Rp. 3.662.302- Per Hari
— . (PP}
y.1 Mobitiasi Keo Rewa  [Standar  |Rp. 5.537.302.- Per Hari T Mobiisas Koo Mesji Stander |Rp, 4037302 Per Han
Jitu Utam (PP) P}
- §  Moolisas Kec. Mesul  [Stander  |Rp. 4.787.302 Per Harl
Timnur {(FP}
k. Mobilisasi Kec. Way mnder  |Rp. 5.162.302- Per Harl
Serdang (PP}
I Mobilisasi Kec. Rawa Jitu[Standar  |Rp. 5.537.302 - Pat Hari
Utara {PP)
Retribusi ferminal 2—Ketentuan-Rasal—t3—Ayat—{Hk (2dan{3)—diubab— sehingga 3. Ketentvan Pesal 13 diubah, sshingga Pasal 13 berbunyisebaga Penulisan ayat pada pasa 13
Racal—13-borbury- berikut : disempumakan
Paszl 13 Pasal 13
(1) Strukdur dan besamya tarf Relribusi Temminal whkdk—Reloyanan Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut
Honyediaah—-ompat—Ranki—rtendaran—Honumpeng—dar—Bie—dmum a. Pelayanar Penyediaan Tempat Parkir Kendaraen Penumpang dan Bis
Sr——hagkuic A-PORUMPARG-MUR Jen § Kendaraan Tari Frekuensi
a—hrgluienpedecaan Rp & ‘f““‘*.“‘““ a. Bus esar Rp 2.500,- | Sekali masuk
b—Broata Rp 4500 | Bekelimeasck b. Bus sedang Rp 2000, | Sekali masuk
b ’.'g EE HuE-4u Rp 2000 | Goka ; a. Angkutan pedesaan Rp 1.000,- | Sekali masuk
b——Bva-bosar Rp 265600~ | Sokelimasuk
il J




8 | Retribusi Rumah
Potong Hewan

ar—Jompai-ogialen—eaha-borpa | Hp 126000~ | jditahun
i
brkagiliadd-ain:
H—bobot Rep 4260000 | henittiahun
A—WE-Hmum
R —— R B0t Sokak
b uahg-airboeoy Rp 000~ Sokali
S-buana-airkoal Rs #0000, Sokal

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berhunyi sebagai
benkut

Pasa 18

Struktur dan besarmya tarf Retribusi Rumah Potong Hewan

4
b. Pelayanar Penyediaan tempat usaha dan fasiitas Jain ditetapkan
sebagai berikut :
Pemakaian Tempat Tarf Frekuensi
a Kios Rp 126000,- | Par m2ftahun
b. KantorfLofcet Rp 1.260,000,- | Per unittahun
¢. WG Umum
1. mand' Rp 1.500,- Sekali
pemakaian
2. buang air besarkedi Rp 1.000,- Sekali
pemakaian
d.Pelayanan parkic  kendaraan
pribadi :
1. Kendaraan bermotor roda 2 | Rp Sekali parkir
(dua)
2. Kendaraan bermotor roda 3 | Rp Sekali parkir
(tiga)
3. Kendaraan bermotor roda 4 | Rp Sekali parkir
(empat¥lebih ]

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyl sebagai berikut:

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan

ditetapkan sebagai berikut sebaga berut
Janie No. Janis Janis Temak Tarf Frekuensi |
Non Rolayapan JoRis Fanf Rrakuans Palayanan

- Lok 1] Pemeriksaan a. Sapikerbau Rp 5.000.- fekor
+] Pomorkaan e feker kesehatar b. Babi RP5000- | fokor
: hak lomba | R 2590' tokor hewan termak ©. Kambing/domba Rp 2.500,- lekor
sobalumeaR T sebelum cipotong | d. Unggas Rb o fekor
: 2] Pemakaian a. Sapifkerbau Rp 4.500. - Jekorihan
ssudaheipolrg kandang b. Bagi RE 5.000,- fekor/hari
& Powmakaian l—Sepikaray | Rp-4be0- fokorhar ¢. Kambingidomba Rp 1.000,- Jekormari
kandang rerabi “Rp-5-000 fakeHhar d.Unggas RO oo fekorhari
Fkambingidomba) Rp—H-000- okenhar 3| Pemotongan 2. Sapikeriai Rp3:00- | fekorfhar
3 Remgkaian d-Sapﬂ«wbeu Rp—3-600.—Rp | lokorher hewan terhak b. Babi Rp 3.500,- fekorfhari
lompat 3500 —— —Rp | lekenhar c. Kambingfdomba Rp 1.000.- fekor/hari

pemetanga mgm 800~ lokathar | a.Unggas Rp e fekor
4‘1 Romakaian lokorRar 4| Pemakaian a. Sapikerbau Rp 2.000,- fekorthari
fompat lokasthas tempat b. Babi Rp 1.000,- fekotfhiar
polaian lokorbar pelayuan ¢. Kambing/domba Rp 500,- fekorfhari
doging daging d. Unggas Rp .. lekorfhan
b Remekaian 5] Pamakaian a. Saplkerbau Rp 2.000,- fkmiekor
angiwion angkutan b. Babi Rp 2.000,- Kkmfekor
¢. Kambing/ddomba | Rp  2.000,- fkmiekar
d.Unggas | Rp s Kmiekor

Pasal 18 cisempurnakan dengan

menambah objek refribusi

unggas

Untuk

{




2

4

§

Retribusi Tempat
Khusus Parkir

BAB4
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 484
Dengan Nama Refribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagat

pembayaran atas pelayanan tempat khusus Parkir disediakan dimiliki dan
fatau dikelola ¢leh Pemerintah Daerah.

Pasal 18C
(1) Subjek Refibusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan/menikmat  pelayanan jasa
Tempat Khusus Parkir.
{2) Wajib Retribusi Jasa~4dsaha adalah Orang prbadi atau Badan
yang menurut  ketentian peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Rerribusi, termasuk pemugut atau pemotong Rertribusi jasa tempat
Khusus Parkir.

Pacal 430
Tingkat Pengunaan Jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenie

{ompal—ionic-kendaraan—dan jangka wakiu penggunaan Fempat-khueus
Rarkir

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18&
No | Jemie doris | Tar{RP) | Keterangan
Jompatddenis Kendoraan
Kendaraan
Y Pardiedi-Palatarand
inet g
faman-parki
2 | GedungRarks N
3 Barkirreidentl

5. Setelah pasal 18 disisipkan J (tiga) Bab yaitu BAB VIA, BAB VIB, dan BAB
VIC, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut :
BAB VI A
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Refribusi

Pasal 18 a
Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Refribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan tempat khusus Parkir yang disediakan dimiliki
dan/atau dikelpla oleh Pemerintah Daerah.

Pasat 18 ¢

(1) Subjek Refribusi Tempat Khusus Parkis adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakanimenikmati  pelayanan  jasa  Tempat
Khusus Parkir.

(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Orang pribadi atau
Badan yang menuryt  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk  melakukan pembayaran  Rerfribusi,
fermasuk pemugut atau pemotong Retribusi jasa tempat Khusus Parkir.

Pasal 18 d
Tingkat Pengunaan Jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jangka
waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan

Bagian Ketiga
Struktur dan Besamya Tanf Retribusi
Pasal18e
Besarnya tarif refribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :
a Truk Tronfon 3 S Sekali parkir
b. Bus/ Truk {1 S Sekali parkir
¢. Sedanfjeep/mikrobus/mikrolet! Rp ........... Sekali parkir
pick up
d. Sepeda motor 21/ Sekali parkir
e. Kendaraan bermotorroda3  Rp ... Sekali parkir
(tiga)

Bab V1 disempurnakan

Pasal 18 ¢ disempumakan

Pasal 18 d disempurnakan

Pasal 18 e disempurnakan
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10 | Retribusi Tempat BAB W EAB VIB . Bab VI B Pasal 18 f disempurnakan
Rekreasi dan Olah Raga RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA RETRIBUS! TEMPAT REKREASI DAN O_AHRAGA sesuai Pasal 136 Undang-Undang
Bagian Kesatu Bayian Kesatu Nomor 28 Tahun 2009
Nama Objek, dar: Subjek Retribusi Nama Obiek, dan Subjek Refribusi
| Pasal 48k Pasal 18
\ Dengan Nama Retibusi Tempat Rekreasi dan Cilahraga dipungut | Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Oiahraga dipungut Retribusi
Refitusi  cobagai—pombayaran—atac—pomakaian empat Rekreasi, atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang
Pariwisata dan Clahraga yang disediakan dimiliki dan /Atau dikelola disediakan dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pemerintah Dagrah
Pasal 481 Pasal 181 Pasal 18 i disempurnakan sesual
Tingkat Pengunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur | Tingkat Pengunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasatkan | Pasal 151 Undang-Undang Nemor
berdasartkan Jeris—Tompat—tama—Remakalan—~asilitas Tempat | frekwensi, jenis dan jangka waktu layanan dikalikan tarf. 28 Tahun 2009
rekreasi dan olahraga
Bagizn Ketiga Pasal 18] - Pasal 18 j disempumakan hanya
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai | mencantumkankan objek refribusi
sesuai Pasal 136 UU 28 Tahun
; - - o - 2009
. No Jenis Pelayanan Tartf (RP) No Jenis Pelayanan Tarif (RP) | Frekwensi . Objk  yang  sebelumya
| 4 [Pomaaian-SaranaRekreackdan 36-043 1 empat rekreasi tercantum dalam Ranperda ya
100 a.Viaterboom. Ro 10.000.- | Sekali masux dimasukan dalam objek retribusi
b.Sarana bebek-bebekan Rop 5.000- | Sekaiipaka pemakaian kekayaan daerah
) ¢. Pemangingan RP Diimbang
% Pomakakcarana-bebok—bobokan 6000 mengkufi
harga pasar
3 8 600.800 d.Sewa T Kuliner Rp 150.000, | Per butan
P 000.000 empat p . er bu
; 2 |fempat OlahRaga
l & F #066-090 | a.GOR hp Per kegiatan
6. 250000 b.)lﬂ)engan tenis RP ooee Per kegiatanJ
- B8 456060
H s! m’ H ng,
l
]Br——Penambahan-BAB—Vl—s—dan— = | - Angka 6 dihapus karena felah
) 18i-18M-18N A80-yang-herbunyi-cobagai-borikt: digabung pada angka 4
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1 | Retribusi Produksi | Pasdl 18K Pasal 18 k Pasal 18K Pasal 127 huruf k
Usaha Daerah r Dengan nama Reribusi Penjualan Froduksi Usaha Barah dipungut rerbusi |  Dengan nama Reribusi Penjualen Produksi Usaha Daerah dipungut atas | Undang-Undang Nomor 28 Tahun
) sebagai pembayaran atas penjualan Produksi Usaha Daerake penjualan Prod.ksi Usaha Pemerintah Daerah. 2009
Pasal 48 Pasal 181 Pasal 18L disempumakan Fasad
’ (1) Objek Retibusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagamana | 138 Undang-Undang Nomor 28
dimaksud dalam Pasal 10 adaah penjualan hasil produksi usaha dimaksud dalam Pasal .. adalah penjualan hasil produksi usaha | Tahun 2009
Pemerintah Cagrah. Pemerintah Daerah.
{2) Dikecualikan dari objek Refribusi sebagaimana dimaksud pada {?) Dikecuadikan dari objek Rebibusi sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN.BUMD {1) adalah penjuaian produksi oleh Pemesintah, EUMN.BUMD dan Pihak
dan Pihak Swasta Swasta
Pasal 18M Pasal18m Pasal 18M disempurnakan sesua
{1) Subjek Refribusi Penjulan Prcduksu usaha Daetah adaiah orang {1) Subjek Refribusi Penjulan Produksi usaha Daersh adalah orang | Pasal 139 Undang-Undang Nomor
pribadi atau badan yang-moenggunakans-menik B : pribadi atau badan yang memperoieh produksi usaha daerah. 28 Tahun 2009
ponjualan produksi usaha daerah
(2) Wajib retibusi Jasa-Ueaka adalah orang pribadi atau Badan yang (2) Wajib retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi
menurut ketenfuan  peratran  perundang undangan  Refribusi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan
diwgjibkan  untuk  melakakukan  pembayaran  Refribusi, Refribusi diwajibkan untuk melakakukan pembayaran  Refribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Refribusi Jasa Penjualan Produksi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jzsa Penjualan Produksi
Usaha Daerah. Usaha Daerah,
Pasal 180 Pasal 180 Pasal 18 o disempumnakan
Besarrya—TarifRelrbusi—Renjualan-Froduks—boaha- Baerah-akan Besamya Taril Refribusi Penjualan Produksi Usahz Daerah diletapkan penetapan taniff retribusi idak dapat
diatordatam-poraturan-Bupati sebagai berikut dighw dalum Peraturan Bupati
No. Jenis Produksi Ukuran/ Tanif sesuai ketentuan Pasal 156 UU 28
Volume Tahun 2005
1 lkan nila Scm Rp..
] 2 | Bibit sawit 60 em Rp....
3 |Dst. o
12 | Retribusi pasar grosir Pasal 48R BABYV Pasal 18 p, 18, dan 19
danfatau pertokoan Dengan nama Retribusi pasar grosi dan/atau pertokoan dipumgut | RFTRIBUISI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOLOAN Bagian Kesaty | disempumakan penomoran
Refribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeeian-facilitas pasar Nama, Objek, dan Subjek Retribusi menyesuaikan

grosir  borbagai—jenic—barangr—adin—asiitac—pasa—perokoan—yang
dikontrakar;

L

Pasal 18p

Dengan nama Retribusi pasar grosir danfatay pertokoan dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir dan/atau
pertokoan

Ketentuan angka 7 dihapus karena
telah digabung pada angka 4
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Pasal 18Q
(1) Objek Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 46 adalah pesvedian fasifitas pasar grosir
berbagai jenis barang, yang—dicediaanidiselengearakan—eleh
Pemerintah Daerah,
{2) Dikecualikan dari objek Refribusi sebgaimana dimaksud pada ayat
{1) adalah fasiltas pasar yang disedikan, dirmiliki, dan fatau dikelola
oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 48R

(1) Subjek Refribusi pasar gross dan/atau pertokoan adaleh orang
pribadi atau badan yang menggunakan/ merikmeti-pelayanan-iasa
pasar grosir dan/atau pertokoan

(2) Wajib retribusi jasa—ueaha adalah orang Pribadi atau Badan
yang menunst ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan  untuk  melakukan  pembayaranRefribusi
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan Atau
Pertokoan.

Pasal 8%
Tingkat penggunaan jasa pasar grosu danlatau penokoan dlukur
berdasarkan lokast-bagun eR 3 : -Romakaid
Pasar Grosir danlalau

Pazal 48+

1)

()

{1)

(2)

Pasal 18 q

Objek Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana
dimaksud dalam pasal ... adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai
jenis barang, dan fasiitas pasarperokoan yang
dikonfrakan/disediakan/diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek Retrbusi sebgaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah fasilitas pasar yang disedikan, dimiiki, dan /atau dikelola oleh
BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 18r

Subjek Refrbusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi
atau badan yang menggunakan/ memakai fasilitas pasar grosir dan/atau
perickoan yang dikontrakan/disediakan/diselenggarakan  Pemesintah
Daerah.

Wajib refribusi Retibusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah
orang Pribadi atay Badan yangmenurut ketentuan peraturan
perundang-undangan  Retibusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Refribusi  termasuk pemungut atau pemctong Retribusi
Pasar Grosir dan /atau Pertokoan.

Pasal 18 s

Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan
jenis dan jangka waktu penggunaan Pasar Grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 18t
Besaran tarif refribusi pasar grosir/ pertokoan ditetapkan sebagai berkut :
NO | FASILITAS LOKASI LUAS TARIF KET
1 | Toko/Rukof Tengah . M2 Rp ... fbulani
Kios Pinggir .. M2 Rp... ahun/ha
2 |Llos Tengah . m2 Rp ... i
Pinggir . M2 Rp...
3 | Toilet . Rp ... J
| | Dst... | Rp ...

Ketentuan Pasal 18 q
disempumakan sesuai ketentuan
Pasalk 129 UU Nomor 28 Tahun
2009

Ketentuan Pasal 18 r
disempumnakan sesual ketentuan
Pasalk 139 UU Nomor 28 Tahun
2009

Pasal 20 disempumakan sesuai
pasal 151 UU Nomor 28 Tahun
2009 dengan mencantumkan jenis
objek refribusi
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- Pasal 39 dihapus sesuai LU 12
Tahun 2011 fidak diperkenankan
adanya delegasi blanko
rlai-betiaky:
13 | Ketentuan Penutup Pasal il Pasal ll Pasal Il disempumakan
Peraturan Daerah ini beraku pada tanggal diundangkan. Peraturan Daerah ini beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang dapat-mengetahuinya, memerintahkan pengundangan | Ager sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah | Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kabupaten Mesduiji. Mesuii.
14 | Lembar Pengesahan Ditetapkan di Mesuji Ditetapkan di Mesuji Penulisan pejabat yang
dan pengundangan pada tanggal 2017 pada tanggal menetapkan dan mengundangkan
BUPATI MESUJ, BUPATI MESUJ, tanpa gans bawah dan ‘embar
penetapan dan pengundangan kata
ttd ‘pada” diketik menggunzkan huruf
kecil semua. Pengetkan nama
KhAMAMY KHAMAMI pejabat yang menetapkan dan
Diundangkan di Mesuji mengundangkan simetris
Diundangkan gi Mesuji pada tanggal
Pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJ,
RIZAL FAUZI
RIZALRALZ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJ| TAHUN 2017 NOMOR...




PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

11

No

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rumusan Penyempumaan

Keterangan ]

2

4

5

Konsitderan menimbang

Diktum Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

Pasal2
Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :
8. Retiibusi Pelayanan Kesehatan;
b.  Refribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Gatatan-Sipk

d.  Retnbusi Pelayanan Parkir & Tepi Jalan Umum;

€. Retribusi Pelayanan Pasar;

f.  Refribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

g.  Retibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal3

{1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan farf refribusi jasa umum
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efekfivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

{2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuli biaya operasional
dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

a. bahwa Retihusi Daerah merupakan saleh satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan
Daerah;

b. bahwa kebijjakan Refribusi Daersh dilaksanakan berdasarkan  prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan
akuntabiiitas dengan memperhatikan potensi dagrah;

¢. bahwa untuk melaksanakan pemungutan reffibusi jasa umum
Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuii telah menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2012 fentang Refribusi
Jasa Umum, namun dalam perkembangannya Peraturan Daerah
dimaksud peru disesuakan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sehingga periu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertmbangan sebagamana dimaksud humnf a,
huruf b, dan huruf ¢ periu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Mesuii tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun
2012 tentang Retribusi JasalJmum;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM.

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Refribusi Pelayanan Pasar;

Refribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,

Retribusi Pengendatian Menara Telekomunik asi.

~oonow

2. Keteptuan Pasal 3 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 3
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum
ditetapkan dengan memperhatkan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadian, dan
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut

Konsideran
disempurnakan

menimbang

Dikturn Menetapkan pada akhir
kalimat diakhiri dengan tanda
baca titik

Ketentuan Pasal 2 disempurnakan
karena pelayanan Administrasi
kependudukan berdasarkan UU
24 Tahun 2013 fentang Adm
kependudukan fidak dikenakan
biaya

{
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5 N

Retribusi Pelayanan
Kesehatan

)

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperatikan biaya penyediaan
jasa, mas<a penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

(4) Retiibusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akia
Catatan Sipil dan Reftribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya
memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

1.Ketentuan Pasal 8§ diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai

berikut;

Pasal 8

Struktur dan besarnya t anf Refribusi Peiayanan Kesehatan di
Rumah Sakit Umum Daera adalah sebagai erikut
A.. PELAYANAN MEJIK

4 Ret .
_ .‘W T Rolini-Bodal
Jasa Jasa
No Jenis Pelayanan | Sarana Jumlah
Tindakan {RP) (RP)
1 | Insisi 60.000 | 90,000 | 150,000
2 | Exsterpasi 120,000 | 180,000 | 300,000
3 | Khitan 60.000 90,000 | 150,000
4 [ Biopsi 200.000 | 300,000 | 500,000
5 | Cuciluka 60000 6000 | 15000
6 | Rectal 6,0000 9000 | 15000 |
touché
7 | AffHecting 6,0000 9,000 | 15000
8 | Buka Gips 20,000 | 30,000 50,003
9 | Gant 50000 7500 [ 12503
Perban

b. Dan seterusnya

(2) Biaya sebagaimani dimaksud pada ayat (1) meliput Dbiaya

operasiona dan penieffharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetepan larf sepenuhnya memperhatikan biaya
penyediaan jasa, maka penetapan tadf hanya untuk menutup

sebagian biaya.

berikut:

Pasal 8

Struktur dan besamya tarif Refribusi Pelayanan Kesehatan di

Rumah Sakit Umum Daetah adalah sebagai berikut;

a. PELAYANAN MEDIK

1. Pelayanan Rawat Jalan

a. Pelayanan Polikiink Bedah

. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga 2asal 8 berbunyi sebagai

Pasal 3 disempumakan

- Ketentuan pasd 8
disempumakan cengan
mengubah  frase  Tarif
findakan diubah  menjadi
Pelayanan .

- Dengan adanya pervbahan
frasa tersebut maka
ketentuan sefanjutnya
manyesuaikan,

Jasa Jasa
No | Jenis Pelayanan | Sarana | Jurrlah
Tindakan (RP) (RP)
1 | Insisi 60.00( 90,000 | 150,000
0
2 | Eksempasi | 120,000 | 180,000 300,000
3 | Khitan 60.000 90,000 | 150,000
4 | Biopsi 200.000 | 300,000 500,060
§ | CuciLuka 6,000 9,000 15,000
6 | Rectal 6,000 9,000 15,000
touché
7 | AffHecting 8,000 9,000 15,000
8 | Buka Gips 20,000 30,000 50,000
9 | Gantj 5,000 7,500 12,500
Perban

b. Dan seterusnya
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Bagian !l 2. Rawat Inap
Rawat Inap a.Tarif di masing— masing Xelas Perawatan
a.Tarf dl masing— masing Kelas Perawatan KELAS AKOMODASI JASA MEDIK
KELAS AKOMODASI JASA MEDIK No HARI VISITEMHARI
No HARI VISITEHARI T [WP Rp100.000 | Rp 40.000;- |
1 | VP Rp 100.000,- Rp 40.000- ‘
2 |Kelas| Rp 50.000, Rp 35.000,
2 [Kelas! Rp 50.000, Rp 35.000,
3 Kelasll Rp 40,000, Rp 25.000, 3_|Kelasl Rp 40.000, Rp 25000,
Biaya Vishekonsul Dokter / Doktar AR (Kontak 1) atau konsu Dlaya istekonsul Dokter/ Dokder Ahf (Kontak ) atau konsul
antar bagian e : .
Visite Kongutiasi Viste Konsultasi
No | Kelas Dokter Dokter Antar No- | Keles | Dokter Dokler Shﬂaarl
e Spesialis Umum Spesialis pesials
Umum Spesialis P
1 1 ViP 25,000 60,000 50,000 1 | VP 25,000 60,000 50,000
2 | Kelas| 20,000 50,000 40,000 2 | Kelas| 20,000 50,000 40,000
3 | Kelasll 15,000 35,000 30,000 3 | Kelasil [ 15,000 35,000 30,000
4 | Kelash 10,000 25,000 20,600 4 | Kelasil | 10,000 25,000 20,000
Dan seterusnya ..
................. Keterangan pada Rujutan
Katarangan- Ketarangan : Ambulance disempumakan
Jaoa-Rerawat-Rordamping-apabliar-adapond Jasa Perawat Pendamping dikenakan retribusi apabila ada pendampingan oleh
AAMBENGI08 HOKEBRae-tHda diwaliblan perawa[,
Kabupalon-dridi-nenlage-hiramd-rojukan - Ambulance  Puskesmas ldak diperkenankan keluat Kabupaten untuk
pitikar—BoRaRiang)—ia—diparukar—daian menjaga hirarki rujukan (rujukan berenjang),.
- Dalam keadaan mendesak ambulance Puskesmas diperbolehkan keluar dari
Kabupaten sepanang felah direkomendasikan oleh peiugas medis dan
didampingi oleh paramedis/ perawat
Retribusi Pelayanan 2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berkul: 4. Ketenfuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berkut: Ketentuan Pasal 14 disempumakan
Persampahan/Kebersihan Pasal 14

Struktr  dan
Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut.
a. Perumahan didi. ProtokolProvinsi sebesar Rp.7.500/ln

Besamya taif Refribusi Pelayanan

b. Perumahan di jl Kabupaten sebesar Rp. 5.000/ bin
¢. Komersil:
Pertckoan, ko kios,los amparan sebesar  Rp. 2,000/ hari pasaran;
Pasar tradisonal Rp. 2.000/hari pasaran;
Mini Markst Rp.2.000/Mari;
d.Perkantoran:
rumah sakit swasta Rp. 10.000/hari
Klinik swasta Rp.5.000/ han

perusahaan swasta, BUMD dan BUMN ' Rp.5.000/ han

Pasal 14

Struktur dan Besamya tarit Ratribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut:
a. Psrumahan di Ji. ProtokolProvinsi sebesar Rp.7.500 ,- /bln
b. Perumahandij Kabupaten sebesar Rp. 5.000,~ / bin
c.  Pertokoanfruko/kiosflos/amparan sebesar Rp. 2.000,- / hari
d.  Rumah sakit swasta Rp. 10.000,- fhari
e Kanbr/Perusahaan Swasta/BUMDIBUMN

Klinik Swasta Rp 6.000,- fhan
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Retribusi Penggantian 3. Ketentuari pasal 19 dihapus 4, Ketertuan Pasal 15, 16, 17, 18, dan 19 dihapus. Angka 3 disempumakan karena
Biaya Cetak KTP dan Akte Bab VI Pasal 15, 16, 17, 18, dan

Catatan Sipil

Retribusi Pelayanan Parkit
di Tepi Jalan Umum

Strukiur dan besamya
tanif rétribusi pelayanan
pasar

5. Ketenluan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai becikut
Pasal 20
Derigan nama Refribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penvediaan
tempat parker di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemefintah
Daerah sesuai dengan kstentuan peraturari perundang-undangian,

6. Ketentuan 5 dan angka 6 dihapus.

7. Ketentsan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut
Pasal 28,

(1) Struktur dan besarnyz tarif Refribusi P=layanan Pasar difetapkan
bertasarkan tipe pasa dan pemakaian fasilitas pasar.

(2) Penemtuar tipe paser sebagaimana dirnaksud ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati

19 yang mengatur Retribusi KTP
telah dit apus

Pasal 20 disempurnakan sesuai

ketentudan Pasal 115 UU Nomor
28 Tahun 2009

Angka 5 dan angka 6 ditapus,

karena tidak ada pervbaharn
- Ketertuan Pasal 29
disempumakan tarit

disesuaikan dengan fipe
pasar

- Penuisan ayat dalam pasal
menggunakan tanda kurung
()




Retribusi Pergendalian
Menara Telekomunikasi

(3) Struktur dan besamnya tarif ditetapkan sebagal berikut:

N3 Tipe Pasar dén . -
. Fasiitas Pasar Tar® Frekuansi
1 2 3 4
a. | Pasartps D
1)  Kios Rp  1.25(Kios Setiap pasaran
2) los Rp  1.00C,fLos Setiap pasaran
| |3 Pelatamniampar | Rp  1.00C Setiap pasaran
an amperan
b. | Pasartipe C
1]  Kios Rp  1.250Kics Setiap pasaran
2 Llos Rp  1.000-los Setiap pasaran
3) Pelataran/ampar { Rp 10004 Setiap pesaran
an amparan
¢. | Pasartipe B
T ) Kies Rp 1.250Kios | Sefiap pesaran
2) los Rp  1.00Alos Setiap peisaran
3) Pelataranvampar | Rp  1.000 Setiap pasaran
an ampatan
d. | Pasartipe A o
1) Toko Rp  1.500,/m? Setiap pasaran
2 Kios Rp  1.250/Kios Setiap pasaran |
3) los Rp  1.000-Los Setiap pasaran
4) Pelataran/ampar | Rp  1.000, Setiap pasaran
L an amparan ]
8. Ketentuan Pasal 38 diubal sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai barikut
Pasal 28

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumiah kunjungan dalam
rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
dikaitkan dengan inleks variabel zonasi penempatan menara
telekomunikasi dan jenis menara telekomunikasi selama 1 {satu)
tahin.

(2) Frekwensi kegiatan pengawasan sebagamana dimaksud pada ayat
(1) berupa jumlah kunjungan ke lokasi menara yang ditetapkan
sebianyak 2 (dua) kali cialam 1 {satu) tahun.

(3) Kegiatan pengendaliart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
kegliatan operasional Sistem Informasi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (SIDAMET) selama 1 (satu) tahun.

Pasal 38 disempumakan
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(1

(2)

(3
“

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39
Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan rumus
sebagai benkut;
RPMT=TPxTR
Keterangan
RPMT : Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi
TP : Tingkat Peggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi
Tarif retrbusi pengendafian per-menara telekomunikai ditetapkan sebesar Rp.
(TP Rupiah} per-menara pertahun ddasarkan
pada baya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen
biaya sebagai berikut :
a. honbrarum petugas pengawasan;
b. trasportasi;
¢ Lang makan;
Satuan biaya uniuk masing-masing komponan sebagaimana disosuakan
dengan siandar harga yang ditetapkan dengan Paraturan Bupati.
Besaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung bexdasarkan
Indeks faklor zonasi peiempatan menara telekomunikasi yang citetapkan
sebagai berkut :
a. Faktor Penempatan
| Fakior Penempatan Kofisien
Zona padat 1,1
Zona sedang 09
b, Faklor Zona Jarak
Faktor Zona
Jarak
Zona i 09
Zona 2 1
Zona 3 11

Keelisien Keterangan

Kec. Mesuji
Kec. Mesuji Timur |
Kec. Panm Jaya, WHec Simpang
Pemetang, -<ec. Tanjung Raya, Kec. Way
Serdeng

¢. Fakior Ketinggian Menara
Faktor Ketinggien Menara Koefigien
> 81 Meler 14
61-80 Meter 1
41-60 Meter 09
<40 Metar 08
d. Faklor Jenis Menara
Faktor Jenis Penempatan
Menara
Menara Pole 0,9
Menara 3 Kaki 1
Menara 4 Kaki 1,1

Koefisien

Pasal 38 diubah  sesuai
Keputusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-X[1/2014 tanggal
17 November 2014
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4 5 ]
Lampiran LAMPIRAN  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI Penutisan Lampiran disempumakan
NOMOR :
TANGGAL
PENGHITUNGAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKAS! BERDASARKAN Contoh [ampiran
FAKTOR PENEMPATAN MEMNARA Cara menghiteng Ratribysi
Pangendalian Menara
Pada Kabupaten Mesuji berdiii 200 menara Telkom. Pengawasan terhadap | Telekomunikasi yang dicantumkan
masing-measing menata adalah 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas | dalam Lampiran Raperda

yang melakukan pengawasan ke sotiap menara adalah 3 orang dan
melakukan  pengawasan lrhadap 2 menara per han. Letsk menara
tersebar  pada beberapa kecamatan di Kabupaten Mesuji yang membutuhkan
biaya transporiasi cukup besar. Pemda Kabupaten Mesuji menetapkan belanja
barang dan jasadengan ketenllan sebagai berkut:

a. Belanja Peralanan Dinas:

s Biaya transportasi @Rp 600.000,-timhai {merupekan  biaya
transportagi  raterata untuk  mengunjungi  menars-menara  yang
tarfetak di Kabupaten Mesuji dan dapat ditstapkan per orang)

« Uang Haran  Ferjalanan Dinas  @Rp 300.000,-crangMari
(3udah fermasuk uang makan)

b. Belanja Bahan Habis Pakai berupa ATK @Ry+6.000.000,-tahun

1. Zenghitungan Menggunakan Tarif Tunggal
Jumlah kunjungan ke menara per tahun =200 x 2 kali = 400
kunjungan
Jka dalam 1t har = 2 kunjungan, maka uniuk 400 kunjungan
cibutuhkan 200 han kerja.

Maka biaya operasional per tshun adalah sebagal berkut:

1. Trangportesi 1tm 200 v Rp 600.000- Rp 120.000.000 -
2. Uang Hearian dorg 200 hr Rp 300.000- Rp 62000000
3, ATK 1 thn Rp 5.000.000.- Rp  5.000.000.-
“otal biaya per tahun Rp 184.000.000,-
Eiaye rata-raia stay tarf per menara per tehun (200) Rp  930.000-
Fambulatan

1. Menggunakan Tarfi Yanabel

Diasumsikan varia bel yang digunakan adalah sebagai berikut

. Variabel jarak lempuh: Zona 1 (indeks 0,9), Zona 1 (indeks 0,9).
Zona 1 {indeks (1,8}

. Variabel jenis menara: Menara Pole (indaks 09), Manera 3
kaki {indeks 1), dan Menara 4 kaki (indeks 1,1).

. Vanabel ketinggian menara; > 81 ieter {indeks 11), 61-80
Meler (indeks °), 41-60 Meler (indeks 0,9), dan <40 Meter (indeks
0,8).
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Ketentuan Penutup

AR
KETEMEUAN-RENUTIR

Rasal60
4 i . i ' .
mengerareiknipalakeanaarnya-akandialir-dorgan-Rerah ran-Bupats

Peraturan Daerah inf bedaku pade tanggal diundangkin.
Agar sefiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah inl dengan penempataniya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Mesuji

2. Conloh Penghitungan :
1. Menara Poe yang berada di kecamatan Brabasan dengan
ketinggian 31 meter dengan penghiturgan :
RPMT - Indeke variabsl jarak tempuh x indeks varabel jenis
menara x tarif
=03+1+0,8 X Rp 930.000-
2

= Rp 669.C00,-ftahun
Menara 4 kaki yang berada di kecamatan Simpang Pematang
dengan ketinggian 61 meter dengan panghitungan :
RPMT = Indeke variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis
menara x tarit

:13+11 +1 X Rp 930,000,

2
= Rp 1.255.500.-ftabun

n

Pasal lI
Peraturan Daerah ini bertaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dazerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Mesuji.

Pasal ©0 dhapus, benrdasarkan
ketentuan UU 12 Tahun 2011 tidak

diperkenankan  adanya
blanko

Pasal Il cisempumakan

delegasi

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKEIRJAKAN TENAGA KERJA ASING

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retrbusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan T2naga Kerja Asing Kabupaten ¥ esuji, tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kewenangan
pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Lampiran Huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi.

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO





